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BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTU$AN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR | *g/?P .EaL/t, 2,9,,/tr/ i6,7

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL, PERUBAHAN sTATUs DAN ALAMAT

TAMAN KANAK - KANAK DAN SEKOLAH DASAR BERDASARI(AN *,.N'O"
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN, DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMU,&

bahwa sehubunEan dengan telah dibukanya Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar
Kecil/Paralel di beberapa Desa/Kelurahan dan telah memenuhi syarat untuk
menyelenggar,Skan pendidikan formal pada jenjang Taman Kanak-Kanak dan sekolah
Dasar,maka"perru memberikan izin operasionar dan perubahan Status kepada Taman
Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;

bahwa dengan adanya .pemekaran Kecamatan,Desa/Kelurahlan di wilayah Kabupatensumba Timur, *u[a daram rangka rertib .;;r;;;"l"rru penyesuaian izinoperasional, perubahan status dan atamat Taman Kanak - r.unl;r;;;#;';":1i.
berdasarkan wirayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kerurahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daram huruf a dan huruf b,perlu memberi izin operasionar, perubahan status dan alamat raman Kanak _ Kanakdan sekorari Dur". berdasarkan wirayah administrasi pemerintah Kecamatan danDesa/Kerurahan di Kabupaten sumba Timur yang ditetapk"n d"r;u; -;;ffil.;
Tahun Anggaran 2014;

Menimbang

Mengingat

:a.

.v-

1' Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1g5g tentanE pembentukan Daerah_daerahTingkat II dalam Wilayah Daerah _ di

... : 
r* r"nggu. r,r r, ( Lem ba ra n -"r#ilffi;11:H:: J;:il" H:'ffi :T ,1.-e,IambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor1655);

2' undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repubrik Indonesia Tahun 2003 Nomo r 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3' Undang - Undang Nomor 2a Tahun 2003. tentang sistem pendidikan
Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia ,un* zoo3 Nomor zs, r--n"n..1
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a301); 

' -' 

V



4.

5.

Undang-Und6nE Nomor 1 Tahun 2004 tentang Fqrhendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarrbahan Lembaran Negara
F.epuSll( Iliggnesia Nomor a355);

Undei"ig . l,-lRdang Nomor 32 Tahun ZOO4 terrt:ang pemerintahan Daerah
(LembAr6n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nqrnor i2S, Tambahan Lembaran
Negara Repubrik Indonesia Nomor 4437) sebagairndh.-r terah diubah beberapa kariteraknir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pernerniahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tombahan Lembaran Negara
Republitc Indonesia Nomor a}al;
Undang"Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembenfukan

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia TahUn 2011
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SZ34);
Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
Prasekolah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1g90
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34lt);

6.

7.

Peraturan perundang_

Nomor 82, Tambahan

tentang pendidikan

Nornor 35, Tambahan

B. peraturan pemerintah Nomor 2g Tahun 1gg0 tentang pendidikan 
Dasar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg0 Nomor 36, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana terah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan Atas peraturan pemerintah
Nomor 2g Tahun 1gg0 tentang pendidikan Dasar (Lembaran Negara RepubrikIndonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubrik IndonesiaNomor 3763);

9, peraturan pemerintah Nomor Zg Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 r',lomor 37, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana terah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang perubahan Atas peraturan pemerintah
Nomor 2g rahun lggg tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara RepubrikIndonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Repubrik indonesiaNomor 3764\

10' peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1gg1 tentang pendidikan 
LuarBiasa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a60);

11, peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 449
pemerinrah Nomor 32 rahun ror,JlJ::gn;]ffi" i:':::i:::":ffH;Nomor 1g Tahun 2005 tentang standar Nasionar pendidikan (Lembaran NegaraRepubrik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71) Tambahan Lembaran Negara RepubrikIndonesia Tahun 2005 Nomor 5410;

12' Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahanAntara pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintahan 
DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oa7 NomorTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 
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Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:

/ Memb€rtfan izin operasional, merubah status q3n alamat Taman Kanak_Kanak
dan spks165 p.r.r berdasarkan wilayah qdminiutrasi pemerintahan Kecamatandan Desa/Kelurahan di Kabupaten sum[5 Titiui,sebsgaimana tercantum pada
ls6nptran keputusan ini.

Keloflrpok masyarakat/yayasan pendidikan tertq6[g tidak diperkenankan membuka
Tafnan Kanak-Kanak,Sekolah Dasar Kecil dan/atau KeIAS paralel dan apabila kelompok
masyarakat/yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikari Taman Kanak_Kanak atauSefolah Dasar baru, harus mendapat izin operasiorrq-l dari Bupati setelah mendapatpertimbangan teknis dari Kepala Dinas pendidikan pennucla dan Olah Raga Kabupaten
Sumba Tim ur sesuai peraturan perundang_undanga n.

Dengan berrakunya keputusan ini maka seruruh keputusan yang terah ditetapkan danmengatur tentang Izin Operasional,perubahan Status Uagi faman Kanak_Kanak danSekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan,

;:ttj',?"::-emudian 
hari terdapat kekeliruan datam keputusan ,.i.0., ffi;L

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
I

Tembusan:

1. Menteri pendidikan Nasional RI diJakarta.
2. Ketua BAppENAS RI di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. \.4' Kepara Dinas pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT di Kupang.5' Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kabupaten Sumba Timur di waingapu,6' Kepara Bagian Hukum pada setda Kabupaten Sumba Timur di waingapu,7. Para Pengawas TK/SD Sasaran masing- masing di tempat.B. Para Camat Sasaran lokasi sekolah masing_masing di tempat.9. Para Kepala Sekolah sasaran masing-masing ditempat.
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